
  



  



  



  















1 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembahasan terkait Negara erat kaitannya dengan pembahasan kekuasaan 

pemerintahan di dalam suatu Negara, secara umum kekuasaan Negara di 

kelompokkan kedalam tiga jenis yakni legislative, eksekutif, dan yudikatif   

(Mexasasi Indra, 2011: 152). Pada berbagai sumber di jumpai penjelasan yang 

memiliki kemiripan satu sama lain terkait ketiga jenis pembagian kekuasaan 

Negara tersebut, yakni legislative disebutkan sebagai kekuasaan dalam 

membentuk undang-undang ( undang-undang yang di maksudkan ialah undang-

undang baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas yakni undang-undang baik 

sebagai undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang 

kewenagan pembuatannya menjadi kewenagan lembaga legislative sebagaimana 

disebutkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundnag-undangan). Adapun kekuasaan eksekutif yakni kekuasan 

untuk menjalankan undang-undang sedangkan kekuasaan yudikatif yakni 

kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut oleh 

lembaga eksekutif Negara. 

Terkhusus pada kekuasaan legislative, dalam konsep pembagian kekuasaan 

Negara republik Indonesia secara umum di identikkan dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Repulik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Bab VII terkait Dewan Perwakilan 

Rakyat, meskipun secara vertikal dan horizontal teradapat beberapa lembaga lain 



2 

 

yang memiliki kewenangan serupa. Dilihat dari hirarki peraturan perundangan-

undangan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat tujuh tingkatan 

peraturan perundang-undangan yaitu; (1). Undang-Undang Dasar Negara 

Repuplik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; (2). Ketetapan Majelis 

Permusywaratan Rakyat (TAP. MPR); (3). Undang-Undang (UU) dan Peratuean 

Pengganti Undang-Undang(PERPU); (4) Peraturan Pemerintah (PP); (5) 

Peraturan Presiden (PERPRES); (6) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi; dan (7). 

Perdaturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota, sehingga dalam proses 

pembentukannya terdapat beberapa lembaga memiliki kewenangan atas hal 

tersebut, dalam hal perubahan dan pengesahan Undnag-Undang Dasar (UUD) 

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian untuk 

pembentukan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

dalam hal tertentu, melibatkan Dewan Perwakilan Daerah sedangkan dalam 

pembentukan peraturan daerah (PERDA) dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) baik pada tingkat provinsi mauapun pada tingkat 

Kabupaten/Kota.  

Kekuasaan pembentukan undang-undang yang pada umumnya berada di 

tangan Dewan Perwakilan Rakyat pada tingkat pemerintah pusat tersebut secara 

vertikal pada lingkungan pemerintahan daerah diemban oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD), sebagai implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah yang 

berasaskan Desentralisasi. Sehingga posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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dapat dikatakan sebagai sentral pembentukan peratuan perundang-undangan di 

daerah. 

Berangkat dari adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah yang berada 

pusat dan pemerntah yang berada di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga 

legislative , memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting yakni dalam hal proses 

legislasi. Di lain sisi, secara khusus, pembentukan Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan memerlukan keahlian khusus yang pada kenyataannya tidak 

selaras dengan ketentuan pengangkatan anggota legislative yang tidak 

dipersyaratkan adanya me keahlian khusus dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan tersebut. Untuk itu dalam mendukung tugas dan 

fungsilembaga legislatif sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, khususnya 

fungsi legislasi dipandang perlu adanya dukungan Tenaga Ahli. 

Keberadaan  tenaga ahli pada lemebaga legislatif khususnya dalam hal 

pembentukan peraturan perundang-undangan tersubut secara normative telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawartan Rakyat, Dewan Perawkilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah diudah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 dan terakhir telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (MD3)  
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Tenaga Ahli pada lembaga legislative ini, hadir dalam rangka untuk 

membantu anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Seperti 

yang diketahui bahwa latar belakang pendidikan para legislator bisa saja 

bersumber dari berbagai bidang yang berbeda, sehingga kompetensi yang 

dimilikipun ikut berbeda antara satu dengan yang lainnya, apalagi dalam 

keterampilan pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, yang 

tentu memerlukan keterampilan khusus. 

 Melihat dasar dari pembentukan tenaga ahli pada lembaga legislative  yang 

seharusnya dapat membantu memaksimalkan pembentukan peratuaran perundang-

undangan pada praktiknya belum bekerja sebagaimana yang diharapkan. Hal 

tersebut terlihat dengan adanya pembatalan Perda dan Permen oleh Kementrian 

Dalam Negeri pada  juni 2016 silam, terhadap produk hukum yang dinilai 

bermasalah, yang mana pembatalan tersebut dilakukan kepada 3.143 (Tiga seratus 

empat puluh tiga) peraturan , dengan rincian sebagai berikut :  

- 3.032 (Tiga ribu tiga puluh dua) merupakan peraturan daerah (PERDA) 

dan peraturan kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota dan 

- 111 (Seratus sebelas) merupakan peraturan menteri dalam negeri sendiri. 

Tingginya angka Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dan pada 

akhirnya dibatalkan oleh kementrian dalam negeri tersebut, tersebut setidaknya 

memberikan gambaran bahwa masih terdapat berbagai masalah dalam aspek 
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pembentukan peraturan daerah yang notabene telah mendapat dukungan dari 

tim/tenaga ahli pembentukan peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian termotivasi untuk melakukan 

penelusuran dan pengkajian lebih lanjut terhadap persoalan tersebut, dengan  judul 

penelitian yakni “Eksistensi Tim Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah ? 

2. Bagaimana mekanisme pengangkatan  Tim Ahli anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam perspektif hukum positif Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan dan Fungsi Tim Ahli Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam Pembentukan peraturan daerah. 

2. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan  Tim Ahli anggota 

DewanDaerah dalam perspektif hukum positif Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

Secara teoritis terkait kewenangan dan pelaksanaan kewanangan 

lembaga Negara yang dalam hal ini terkait pelaksanaan fungsi legislasi oleh 

lembaga-lembaga legislative di Indonesia, maka penelitian ini diharapkan 
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dapat meberikan sumbangsi dalam pengayaan materi kajian ketatanegaraan 

Indonesia 

2. Secara Praktis  

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan 

dalam pembentukan produk hukum khusunya yang berkaitan dengan Tenaga 

Ahli Dewan Perawkilan Rakyat Daerah . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Lembaga Legislatif  

Lembaga didefinisikan sebagai badan (organisasi). Lembaga Legislatif 

adalah badan atau organisasi legislatif. Legislatif dalam bahasa Belanda legislatief 

atau wetgevende lichaan yang berarti badan pembuat undang-undang atau 

legislator (Inggris). Kamus Hukum, (1977:551)  mengartikan legislative macht 

(Belanda) sebagai kekuasaan perundang-undangan atau legislative power 

(Inggris). Badan pembuat undang-undang disebut juga badan legislatif.  Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2012:803) mendefinisikan legislatif sebagai badan atau 

dewan yang berwenang membuat undang-undang. Lebih lanjut, Rahman 

(2007:123) mengemukakan aspek historis (latar belakang) munculnya legislatif:   

Pada awalnya badan legislatif hanya sekelompok orang yang dipercayakan 

raja untuk mengumpulkan dana untuk keperluan pembiayaan pemerintahan serta 

biaya peperangan. Lambat laun terjadi pergeseran, yakni dalam menyerahkan 

dana atau pajak, disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula hak privilege 

sebagai imbalan. Berangsur-angsur orang-orang tersebut berubah namanya 

menjadi badan legislatif (Parlemen) yang bertindak sebagai badan yang 

membatasi kekuasaan raja yang absolut.  

Lembaga legislatif merupakan satu di samping dua lembaga yang dikenal 

dalam sistem ketatanegaraan yakni eksekutif dan yudikatif.  Strong (1966:233-

234)  membahas lebih jauh tentang fungsi legislatif:  
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Fungsi dari lembaga legislatif, dan pelaksanaan dari fungsi legislaitf 

tersebut sangatlah penting dalam sistem pemerintahan di zaman modern sekarang 

di dalama pasang surutnya demokrasi itu sendiri. Proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang dikenal pada saat ini pada dasarnya tergolong 

perkembangan yang masih baru. Pada awal mula adanya masyarakat politik, tidak 

ada perbedaan antara urusan legislatif dengan urusan eksekutif. Pemerintah-lah 

yang menyatakan undang-undang apa yang penting dan mengesahkannya. 

Konsepsi perundang-undangan modern yang timbul sebagai akibat dari semakin 

meningkatnya kesadaran politik rakyat yang memiliki kepentingan kolektif 

terhadap sebagian besar undang-undang yang kini telah disahkan, telah 

memberikan signifikansi demokratis baru terhadap organ legislatif. Pada saat yang 

sama, muncul pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk membuat organ 

tersebut menjalankan tugasnya dengan dukungan aktif dari warga negara. Oleh 

sebab itu, pembahasan tentang lembaga legislatif modern ini juga mencakup studi 

tentang cara-cara pemilihan anggota lembaga, bentuk kekuasaan kamar kedua, 

dan pemeriksaan oleh rakyat secara langsung.   

Pasca amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dibentuk beberapa lembaga negara baru dan mengubah 

esensi lembaga negara lama dan bahkan ada yang dihapuskan.  

Dalam Konsep kekuasaan yang dipisahankan (sparation of power) 

membagi kekuasaaan itu menjadi tiga bagian yaitu,  kekusaan yudikatif, 

kekuasaan eksekutif, dan kekuasaanlegislatif (Laksono Fajar Dan Subarjo, 2006 : 

34). Kekuasaan dari lembaga dewan perwakilan atau dengan kata lain lembaga 
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legislatif, tentunya tidak boleh digabungkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh 

lembaga eksekutif. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi yang namanya tirani 

kekuasaan pada pemerintah yang berkuasa. Sehingga tetap harus membagi atau 

memisa kekuasaan lembaga tersebut. Lembaga legislaitif sebagai pembentuk 

undang-undang, tentunya tidak boleh sepenuhnya didiberikan kepada lembaga 

eksekutif.  

Dengan adanya lembaga legislatif, kekuasaan itu tidak menjadi hanya 

terpusat pada lembaga eksekutif atau yang dulunya kekuasaan yang hanya 

terpusat pada raja atau kepala negara. Sehingga masyarakat pada zaman dahulu 

berkeiginan untuk mengambil alih kekuasaan disebabkan karena seluruh 

kekuasaan hanya terpusat pada raja atau kepala negara (Laksono Fajar Dan 

Subarjo, 2006 : 34). Pada akhirnya kekuasaan tersebut mendapat legal standing 

yang kuat dan dalam bentuk lembaga yang bersifat legislatif.  

Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 setidaknya telah mempertegas pembagian kekuasaan Negara dengan 

mengedepankan prinsip Check and Balance baik secara vertical maupun secara 

horizontal. Secara umum lembaga legislative Negara Indonesia pasca perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan 

Perwakilan Daerah(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD).  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan salah satu 

lembaga legislative memiliki fungsi yang sama dengan majelis permusyaratan 
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rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) yakni  sebagai badan pembuat perundang-undangan. 

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh dewan perwakilian rakyat daerah 

(DPRD) terwujud dalam pembentukan peraturan daerah baik di tingkat provinsi 

maupun pada tingkat kabupaten dan/atau kota, yang merupakan aktualisasi dari 

kewenangan yang telah di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemerintahan 

Daerah 

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai bagian dari pemerintah 

daerah memiliki tugas dan kewenagan yang di wujudkan dalam pelaksanaan 

fungsi  sebagai berikut  : 

a. Pengatur 

Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan 

rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat 

yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan); 

b.  Pembuat Kebijakan 

Sebagai bagaian dari pemerintah daerah maka DPRD memiliki fungsi 

sebagai pembuat kebijakan di daerah. 

c. Perencana Anggaran 

Kehadiran dewan perwakilan rakyat daerah dalam kerangka pemerintahan di 

daerah, menempatkan dirinya pada berbagai aspek pemerintahan termasuk 
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pada penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah, khususnya dalam hal 

perencanaan dan pengawas penggunaan APBD.   

Secara umum fungsi-fungsi dari lembaga legislative dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia di jabarkan sebgai berikut : 

a) Fungsi Legislasi 

Legislasi yang merupakan terjemahan dari kata Legislation 

(Inggris) memiliki arti perbuatan atau aktivitas membuat undang-undang. 

Sedangkan Kata “legislative” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah badan yang berwenang membuat undang-undang. ( Armen Yasir, 

2008 : 77) 

Pengertian legislasi secara umum juga di klasifikasikan kedalam 

arti sempit yang berarti produk atau proses pembuatan undang-undang, 

dan arti luas yakni menyangkut pula peraturan lain yang mendapat 

delegasi kewenangan dari undang-undang.  

Lembaga legislative sebagai salah satu bentuk aktualisasi 

kekuasaan Negara, memiliki peranan penting dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, yang di wujudkan dalam pembentukan produk 

hukum. Sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi legislasi, 

DPRD berperan dalam Menentukan arah pembangunan dan 

pemerintahan di daerah, Merumuskan kebijakan publik di daerah, 

melakukan control sosial di daerah dan Pendukung bagi Perangkat 

Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 
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b) Fungsi Anggaran 

Fungsi anggaran di artikan sebagai penyusunan dan penetapan 

anggaran pendapatan dan belanja Negara pada tingkat pusat dan 

anggaran pendapatan dan belanja dearah pada tingkat daerah oleh pihak 

eksekutif  bersama-sama dengan lembaga legislative pada masing-masing 

tingkatan. 

Pelaksanaan fungsi anggaran oleh dewan perwakilan rakyat daerah 

(DPRD) dapat kita amati dari adanya aktivitas pembahasan rancangan 

peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja dearah  setiap 

tahunnya yang di usulkan oleh kepala daerah, menetapkan dan 

melakukan pengawasan terhadap realisasi perda APBD tersebut. 

c) Fungsi Pengawasan 

Pengawasan berdasarkan asal katanya yakni bersumber dari kata 

“awas” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti memperhatikan 

dengan baik, sehingga dapat kata “Pengawasan” dapat diartikan bahwa 

aktivitas yang dilakukan untuk mempehatikan dengan baik. Dalam hal  

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif merupakan 

wujud dari prinsip Check And Balance yang berlaku dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan 

kegiatan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan 

tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.  

2.2. Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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a) Pembentukan Peraturan perundang-Undangan 

Pembentukan peraturan perundangan-undangan secara sederhana 

dapat diartikan sebagai proses membentuk undang-undang dalam arti yang 

luas yakni UUD, Tap MPR, UU dan/atau PerPU, PP, Perpres dan Perda 

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui oleh undang-

undang sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.  

 Berdasar pada penjabaran diatas bahwa Undang-undang (gezets) 

merupakan salah satau dari sekian banyak jenis peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, UU kemudian di maknai sebagai dasar 

sekaligus pembatas dari segala tindakan pemerintah dalam melaksankan 

aktivitas pemerintahan.  Secara teknis sebagaimana yang tersurat dalam 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI 1945 perubahan pertama, undang-

undang merupakan produk hukum yang lahir dari adanya kesepakatan 

presiden selaku pemerintah (Eksekutif) bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai Lembaga Legislatif. (Yuliandri, 2013 : 25)   

Secara etimologis, Peraturan perundang-undangan merupakan 

terjemahan dari wettelijke regeling. Yang lebih jauh dapat di telusuri dan 

ditemui bahwa kata “wettelijk” berarti sesuai dengan “wet” atau 

berdasarkan “wet”. Dimana kata “wet” diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia dengan kata “undang-undang” bukan dengan kata “undang” saja.  

Sehingga  kata “wettelijke regeling” di terjemahkan menjadi peraturan 

perundnag-undangan dalam arti banyak peraturan atau semua peraturan 
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yang ada, bukan sekedar undang-undang sebagaimana yag disebutkan dalam 

Undang-Undang No 12 Tahun 2011. 

Penggunaan istilah “peraturan” dalam sub bab ini, memberi makna 

bahwa pembentukan yang di maksud sebagaimana dalam undang-undang no 

12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut 

adalah pembentukan pedoman atau norma-norma hukum yang bersifat 

umum, dengan kata lain pembentukan peraturan perundang-undnagan  ialah 

pembentukan aturan tertulias oleh pemerintah terkait pola tinkah laku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat umum. 

Artinya bahwa aturan tersebut berlaku bagi setiap warga Negara. 

Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd 

handwoordenboek,” perundang-undangan atau getgeving/gezetgebung 

mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:  

“Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk 

peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, 

Perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara, yang 

merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat 

maupun di tingkat daerah”. 

 

b) Teori Perancangan / Pembentukan  Undang-Undang  

Perkembangan dan perubahan zaman yang tidak dapat dihindari, 

secara tidak langsung telah membawa dampak bagi pembentukan peraturan 

perundnag-undnagan di berbagai Negara termasuk Indonesia, berbagai 
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terobosan-terobosan baru dalam pembentukan peraturan perundagan-

undangan  bermunculan dari pelajar-pelajar ilmu hukum dengan harapan 

akan dapat meberikan basukan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan  sehingga peraturan yang terbentuk dapat berjalan dengan efektif 

dan mencapai target pembentukannya. Salah satunya adalah buah dari 

pemikiran Jan Michael Otto dan kawan-kawan, setidaknya mereka  

mengungkapkan bahwa  

”terdapat lima elemen pencapaian kepastian hukum yang nyata, yaitu A 

lawmaker had laid down clear, Accessible and realistic rules; the 

administration follows these rules and induces citizens to do the  same; The 

majority of people accept the rules, in principle, as just; Serious conflicts 

are regulary brought before independent and impartial judges who decide 

cases in accordance with those rules; These decisions are actually complied 

with defining objectives of law and development projects in these terms 

could help improving their effectiveness.” 

 

Pandangan Otto dkk tersebut diatas memberikan gambaran kepada 

kita bahwa untuk mencapai atau menciptakan kepastian hukum dari 

pembentukan peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan 

singkronisasi mulai dari legalitas pembentuk dan proses pembentukan 

aturan hukum tersebut hingga pada penegakan hukum serta tujuan dan 

manfaat dari dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.  
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Berdasar pada kedua permasalahan tersebut diatas, mereka nyatakan 

dengan tegas bahwa “ members of legislatures often lack knowledge for and 

interest in their key task, lawmaking.”  

Tentu bukanlah suatu hal yang berlebihan atas apa yang dikemukakan 

oleh Otto dkk, hal tersebut dapat kita hubungkan dengan fakta yang terjadi 

pada pembentukan peraturan perundang-undnagan di Indonesia saat ini. 

Otto, dkk., kemudian menyebutkan pula adanya teori diluar dari teori 

pembentukan peraturan perundang-undnagan yang berpengearuh terhadap 

kualitas serta subtansi suatu perturan perundang-undangan Teori-teori 

tersebut meliputi: 

1. the synoptyc policy-phases theory;  

2. the agenda-building theory;  

3. the elite ideology theory;  

4. the bureau-politics theory or organistional politics theory;  

5. the four rationalities theory. (J.M. Otto dkk, ). 

 

  Salah satu dari kelima teori tersebut menganggap bahwa peraturan 

perundang-undangan bukanlah merupakan produk dari perencanaan yang 

tersistematis melainkan merupakan hasil dari proses social yang memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda bagi setiap individu maupun kelompok. Hal 

tersebut oleh Otto dkk, disebutkan bahwa : 

“The agenda-building theory clarifies that the lawmaker is not one single 

central actor, but the lawmaking is a long, complex transformation process 
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upon which many different actors factors can have an impact.”Dengan 

demikian, “the agenda-building theory” mengandung persamaan unsur-

unsur dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia, mengingat 

bahwa: “It conceives lawmaking not as a well organised and directed 

process but rather as the outcome of a societal process in which different 

parties with different ideas and interests clash.” (J.M Otto,dkk,  ) 

 

Sedangkan secara umum dalam pembentukan peraturan perundnag-

undangan Negara republik Indosenia sejatinya telah di jelsakan bahwa untuk 

membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, sedianya memenuhi 

tiga syarat yakni terpenuhinya unsur filosofis , sosiologis dan yuridis fari 

pembentukan peraturan perundnag-undangan tersebut, adapun hal tersebut 

dapat kita lihat dari konsiderans pada setiap bagian awal suatu peraturan 

perundnag-undangan. Unsur filosofis yang dimaksud ialah alasan 

pembentukan suatu peraturan dengan melihat dari sisi apakah peraturan 

tersebut telah sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berdasar pada 

pancasila dan UUD NRI 1945, adapun unsur sosiologis dari suatu peraturan 

perundang-undangan ialah fakta empiric yang mendorong dari lahirnya 

peraturan perundang-undangan tersebut denga kata lain apakah peraturan 

tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan unsur 

yuridis ialah unsur yang bersumber dari penilaian dasar pemebntukan 

hukum peraturan tersebut apakah memiliki dasar hukum yang jelas atau 
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tidak sehingga dalam pelaksanaanya tidak menimbulkan pertentangan 

dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. 

Hal tersebut telah di jelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, 

dengan meyebutkan bahwa dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan secara teknis pembentukan maka hal tersebut di jabarkan dengan 

jelas pada bagian konsideran setiap peraturan perundang-undangan, adapun 

dasar pembentukan tersebut yaitu:  

Pertama, landasan filosofis.  

Landasan filosofis yang dimaksud ialah pembentukan peraturan 

perundang-undangan haruslah memiliki dasar bahwa dengan 

terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut maka akan 

dapat mewujutkan cita-cita luhur dari kehidupan bernegara. 

Kedua, landasan sosiologis.  

Landasan sosiologis ialah landasan yang mendasarkan 

pembentukan peraturan perundang-undangan pada kesadaran 

hukum masyarakat, sehingga dengan adanya landasan ini maka 

peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan berlaku 

dengan baik dalam masyarakat. 

Ketiga, landasan politis.  

“landasan politis dimaksudkan bahwa pembentukan peraturan 

perundang-undangan haruslah memiliki dasar politik untuk 

mewujudkan kebijakan pemerintah”  

Keempat, landasan yuridis.  
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Secara teknis penyusunan maka landasan yuridis suatu peraturan 

perundang-undangan dapat kita jumpai pada bagian konsideran  

terkhusus pada bagian “mengingat.”  

Kelima landasan administratif.  

Landasan administrative pada dasarnya bukanlah hal yang mutlak 

ada pada setiap peraturan perundang-undangan melainkan bersifat 

fakultatif, hal ini bisa saja ada pada bagian “memerhatikan” dalam 

konsideran apabila secara administrative sebelumnya telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan pada bagian lampiran I, 

menjelaaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dalam 

pembentukannya harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

yakni: 

a. Landasan Filosofis 

“Landsan filosofis merupakan landasan yang menggambarkan bahwa 

peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hokum yang meliputi suasana kebatinan serta 

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945”. (lampiran I UU 

No. 12 Tahun 2011) 
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b. Landasan Sosiologis 

“Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis 

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan 

masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.” (lampiran I UU No. 

12 Tahun 2011) 

c. Landasan Yuridis 

“Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau 

yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu 

dibentuk Peraturan PerundangUndangan yang baru. Beberapa 

persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, 

peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan 

yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya 

lemah,peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 

peraturannya memang sama sekali belum ada”. (lampiran I UU No. 12 

Tahun 2011) 
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c) Asas Pembentukan Peraturan  

Pembentukan peraturan yang baik maka selain berpatokan pada teori 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah di 

jelaskan pada sub bab di atas, terdapat pula asas-asas yang harus di penuhi 

pada saat pembentukan peraturan perundnag-undangan, Maria Farida Indrati 

Soeprapto dalam bukunya menjelaskan bahwa asas-asas dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 2 (dua) 

klasifikasi sebagaimana pandangan  IC. Van Der Viles dan A. Hamid S. 

Attamimi Yakni asas-asas formal dan asas-asas materil (Maria Farida 

Indrati Soeprapto, 2010: 228) 

Asas-asas formal dimaksud diatas meliputi :  

(1) asas tujuan yang jelas (beginsel van duideleijke doelstelling); (2) 

asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ); (3) asas 

perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); (4) asas 

dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid); (5) asas 

konsensus (het beginsel van consensus)” (Maria Farida Indrati 

Soeprapto, 2010: 228) 

Sedangkan asas-asas materiil meliputi:  

“(1)Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het 

beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek); (2) 

Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); (3) 

Asas perlakuan yang sama dalam hokum (het rechtsgelijkheids 
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beginsel); (4)Asas kepastian hukum (het rechtszekerheids beginsel); 

(5) Asas pelaksanakan hokum sesuai keadaan individual (het beginsel 

van de individuele rechtbedeling).” (Maria Farida Indrati Soeprapto, 

2010: 228) 

Secara normative pembentukan peraturan perundang-undangan di 

harapkan mampu menerapkan asas-asas tersebut diatas sehingga tercipta 

peraturan perundang-undangan yang baik serta penerapannya dapat berjalan 

dengan efektif dengan tercapainya tujuan dari diadakannya peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

tersebut diatas merupakan konsep dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik, adapun yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah 

kejelasan tujuan dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-

undangan tersebut harus jelas, dengan adanya kejelasan tujuan tersbut maka 

peraturan perundang-undangan yang terbentuk berdaya guna dan berhasil 

guna. namun pembentukan peraturan perundang-undangan tidaklah dapat 

serta merta dibuat dan diterapkan dalam masyarakat dengan dasar adanya 

tujuan yang jelas saja, dilain hal pembentukan peraturan perundang-

undangan haruslah di buat oleh badan atau lembaga yang sah menurut 

hukum agar tidak terjadi kekacauan baik dalam pembentukannya maupun 

dalam pelaksanaanya. Selain daripada kedua hal tersebut diatas, 

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan 

kesesuaian antara jenis, hirarki dan mataeri muatan. Hal tersebut 
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dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum baik dalam proses 

pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya dalam masyarakat. secara 

normative produk hukum telah di tentukan dalam tata urutan berjenjang 

Secara umum, asas dimaknai sebagai dasar dalam melakukan sesuatu, 

atau pedoman dalam bersikap dan berprilaku. Demikian pula halnya dengan 

pembentukan peraturan perundang-undangan, asas merupakan dasar dan 

pedoman dalam membentukan peraturan perundang-undangan sehingga 

asas-asa pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah tertanam 

dengan baik dalam diri setiap pembentuk peraturan perundang-undangan 

sehingga produk perundang-undangan yang dibuat memiliki kualitas yang 

tinggi.  

Sebelumnya telah di jelaskan bahwa terdapat beberapa landasan dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan salah satunya ialah landasan 

filosofis yakni dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat 

nilai-nilai luhur yang menjadi cita-cita bangsa, nilai-nilai luhur tersebut 

secara sederhana merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, bagi 

Negara kesatuan Republic Indonesia, Pancasila bukan hanya sebagai simbol 

negara melainkan dasar hukum tertinggi yang lahir dari keberagaman 

Indonesia sebagai pondasi sehingga setiap peraturan perundang-undangan 

haruslah merupakan cerminan dari nilai-nilai pancasila tersebut.     

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

telah di jelaskan diatas, terdapat pula asas-asas pembentukan peraturan 
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perundang-undangan yang baik  diantaranya (1)  asas peraturan perundang-

undangan tidak berlaku surut yakni asas yang menhendaki bahwa perbuatan 

yang terjadi sebelum adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat di 

hakimi dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut; (2) 

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, hal ini sesuai dengan hierarki 

perundang-undangan yang dibuat secara berjenjang; (3) Peraturan 

Perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan 

perundang-undangan yang bersifat umum artinya dalam hal terdapat dua 

peraturan mengatur hal yang sama maka penerapannya mengacu pada sifat 

kekhususan dari peraturan tersebut sehingga yang lebih khusus akan di 

jadikan patokan mengesampingkan yang bersifat umum; (4) Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku terdahulu artinya setelah 

diundangkannya peraturan yang baru maka akan menggantikan keberlakuan 

peraturan yang lama; (5) Peraturan perundang-undangan tidak dapat di 

ganggu gugat, dalam arti undang-undang merupakan cerminan dari keadilan 

yang harus diakui kebenarannya oleh semua pihak; dan (6) Peraturan 

perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun 

individu termasuk sebagai sarana untuk memperoleh keadilan. (Febriansyah, 

2016: 222- 223) 
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Selain asas-asas tersebut, materi muatan dari suatu peraturan 

perundang-undangan haruslah mencerminkan adanya asas-asas berikut:  

1. Pengayoman yakni bahwa setiap peraturan perundanag-

undangan haruslah dibentuk guna menciptakan ketentraman 

dalam masyarakat. 

2. Kemanusiaan yakni dengan adanya asas kemanuasiaan ini 

peraturan harus senantiasa mengedepankan hak-hak warga 

Negara sebagai manusia yang utuh yang memiliki harkat dan 

martabat.  

3. Kebangsaan yakni dengan semangat kebangsaan maka 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan keberagaman bangsa Indonesia.  

4. Kekeluargaan yakni bahwa peraturan perundang-undangan 

dibuat dengan dasar musyawarah mufakat demikian dengan 

materi muatannya. 

5. Kenusantaraan yakni bahwa dengan asas ini maka peraturan 

perundang-undangan senantiasa mempertimbangkan seluruh  

daerah dengan proporsinal.  

6. Bhinneka tunggal ika, yakni bahwa pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mengupayakan ada persatuan 

ditengah kenyataan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 

yang majemuk. 
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7. Keadilan yakni bahwa pembentukan peraturan perundnag-

undangan harus mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yakni 

bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

memberikan keutamaan bagi seseorang atau kelompok tertentu 

dalam hukum dan pemerintahan. 

9. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya setiap peratauran harus 

mengupayakan lahirnya ketertiban dengan jalan memberikan 

kepastian hukum 

10. keseimbangan,keserasian, dan keselarasan. Artinya dalam 

materi muatan pearturan perundang-undangan harus bertujuan 

menciptakan harmani dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Dengan mendasarkan pada cita hukum Indonesia maka pengambilan 

gagasan pemebentukan peraturan perundang-undangan akan senantaisa 

memberikan rasa ketentraman dan keadilan pada masyarakat, demikian pula 

dengan melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

maka akan memberikan pengaruh pada keberlakuan peraturan tersebut 

dalam masyarakat.    

Perjenjangan norma hukum Negara republik Indonesia sebagaimana 

hirarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 



27 

 

berimplikasi pada pada pembentukan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana salah-satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang menghendaki adanya kesesuaian antara materi mauatan dengan hirarki 

tersebut. Selain itu penempatan pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di 

Indonesia telah memberikan batasan-batasan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman yakni (1). Pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mengacu pada ideologi bangsa yakni pancasila, 

(2). Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada 

hukum dasar yakni pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang tak lain 

merupakan bentuk konkret dari pancasila dan (3). UUD selaku hukum 

tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia telah 

menempatkan fondasi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, 

sehingga Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasar 

tunduk pada asas Negara berdasar atas hukum dan pemerintahan berdasar 

pada hukum (konstitusi).   

Berdasar pada tiga pedoman tersebut diatas maka dalam membentuk 

peraturan perundang-undangan terdapat beberapa prinsip sebagai turunan 

dari pedoman tersebut diatas. Pertama, Pembentukan peraturan perundangn-

undangan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; Kedua,  Pencabutan, Penhapusan dan/atau Pengubahan suatu aturan 

dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan dengan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang sederajat berdasarkan 

hirarki dan/ atau peraturan yang lebih tinggi; (3) berdasar pada prinsip 
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kedua tersebut maka Pembentukan peartuaran perundang-undangan yang 

baru (setelah diundangkan) maka peraturan perundang-undangan yang lama 

akan tergantikan dan peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan 

peraturan yang lebig rendah. 

Sedangkan Asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang 

baik secara yuridis formal, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 

12 tahun 2011 , tepatnya pada Pasal 5 yang meliputi:  

1. Asas kejelasan tujuan, asas ini pada dasarnya menekankan bahwa 

setiap prodak hukum yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dan 

bisa dipahamai maksud yang akan diharapakan atau dicapai. 

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini 

mengharapakan bahwa prodak hukum yang dibuat di susun atau dibuat 

oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk mengusulkan 

atau mengajukan rancangan prodak hukum yang akan dibuat. Sehingga 

pejabat pembentuk prodak hukum itu adalah lembaga atau pejabat 

yang memiliki kewenangan. Dan prodak hukum yang lahir dari pejabat 

atau lembaga yang tidak berwenan dapat dibatakan atau batal demi 

hukum. 

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ini 

menjelaskan bahwa jenis prodak hukum pada dasarnya berbeda-beda 

antara satu dengan yang lainnya, yang mana substansi dalam prodak 

hukum itu sendiri juga tergantung dari hierarki dari peraturan 

perundang-undangan itu sendiri.  
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4. Asas dapat dilaksanakan, asas ini mengharapakan bahwa prodak 

hukum itu harus bisa diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. 

Sehingga penerapannya bisa berjalan dengan efektif. Hal ini sangat 

penting agar prodak hukum itu tidak menjadi prodak hukum yang mati 

suri, dengan demikian harus mempertimbangkan dari aspek, yuridis, 

dari aspek sosiologis, dan aspek filosofis.  

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksuda dari asas ini bahwa 

prodak hukum itu harus memang ada, karena memang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat baik secara langsung mau pun tidan secara 

langsung. Selain itu prodak hukum itu juga harus bisa memberikan 

manfaat dalam menjadi pedoma dalam kehidupan bernegara, 

berbangsa, dan dalam kehidupan bermasyarakat.  

6. Asas kejelasan rumusan, setiap prodak hukum itu harus sesuai dengan 

persyarata-persyaratan teknis dalam penyusunannya, pilihan istilan dan 

kata, bahasa ilmia hukum, sistematis, mudah dimengerti dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapan atau 

pelaksanaanya.  

7. Asas keterbukaan, artinya pembentukan peraturan perundang-

undangan dilaksanakan secara terbuka. Hal tersebut dimaksudkan agar 

masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang akurat 

serta dapat berpartisipasi demi terciptanya peraturan perundang-

undangan yang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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Dengan memperhatikan dan melaksanakan segala asas-asas dan 

pronsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perudang-undangan tersebut 

diatas maka dengan demikian secara normative pembetukan peraturan 

perundang-undangan tersebut telah terpenuhi, demikian pula dalam 

pelaksanaannya akan dapat memberikan dayaguna dan hasilguna dengan 

kata lain dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah selaku pemegang 

kekuasaan pemerintahan, penegak hukum dan masyarakat umum sebagai 

subjek hukum. 

Selain itu, secara materiil , materi muatan suatu peraturan perundang-

undangan dapat dikatakan baik apabila dalam meteri muatan peraturan 

tersebut memuat unsur pengayoman terhadap masyarakat Indonesia, 

menempatkan kepentingan Negara sebagai dasar utama, kebinekaan dan 

nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila sebagai falsafah, ideologi 

dan sumber hukum tertinggi, akan mampu memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat. Adapun nilai dasar tersebut ialah : (1) Nilai Ketuhanan, (2) 

Nilai Kemanusiaan, (3) Nilai Persatuan, (4) Nilai Musyawarah Mufakat, dan 

Nilai Keadilan. 

Adapun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam suatu peraturan 

perundang-undangan setidaknya berupa jaminan atas hak asasi manusia 

terhadap warga nagara sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, 

selain itu peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan 

jaminan kesetaraan atau persamaan dimuka hukum dan pemerintahan 

sehingga setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam 
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berpartisipasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan demikian 

pula dalam hal penerapan hukum di masayarakat setiap masyarakat 

memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan perlakukan yang 

sama.   

2.3. Peraturan Daerah 

Dasar bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum maka 

penyeleggaraan pemeritahanan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, 

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat 

penting demi keberlangsungan pemerintahan dan pelaksaaan kebijakan oleh 

pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub 

dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 . Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana 

dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia dibagi menjadi perda 

provinsi, dan perda kabupaten/kota. Adapun peraturan daerah dibetuk oleh 

pemerintah daerah, (kepala daerah dan DPRD). Sebagaiman pembentukan 

Undang-Undang maka peraturan daerah sebelum berlaku juga terlebih dahulu di 

bahas dan disepakati oleh kepala daerah dan DPRD hingga pada akhirnya 

diundangkan dalam lembar daerah. (Armen Yasir, 2008 : 101) 

Peraturan daerah menurut Pasal 236 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama 

Kepala Daerah. Perda dibentuk untuk penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan. Adapun Perda menurut Pasal 236 Ayat 

(3) undang-undang tersebut memuat materi berupa penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
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perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain Perda tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

Dalam pembentukan peraturan daerah dengan berdasar pada asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan maka masyarakat memiliki hak 

untuk memdapatkan informasi terkait pembentukan suatu peraturan daerah dan 

diberi ruang untuk berpartisipasi sebagai bagian dari hak warga Negara yang di 

jamin oleh konstitusi. Adapun partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa 

pemberian masukan melalui bernagai media terhadap meateri muatan perda 

tersebut  yang  oleh masyarakat dapat disampaikan baik secara lisan maupun 

secara tertulis.  

Secara teknis, peratauran daerah berlaku setelah diundangkan dalam 

lembaran daerah. Sedangkan sebagai bentuk control pemerintah pusat atas 

pembentukan peraturan daerah maka pembentukan peraturan daerah harus 

disampaikan ke pemerintah pusat sesaat setelah ditetapkan sebagai perda, 

penyampaian tersebut dilakukan paling lama 7 hari setelah penetapan.  

Perda  sebagai bentuk peraturan memiliki materi bersifat umum dan 

cenderung abstrak sehingga untuk melaksankannya maka pemerintah daerah  

(kepala daerah) dapat membentuk aturan pelaksana baik berupa peraturan kepala 

daerah maupun dalam bentuk keputusan kepala daerah, dengan catatan bahwa 

peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tidak boleh 
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bertentangan  dengan  kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. 

Tahapan akhir dari pembentukan produk hukum daerah ( peraturan daerah 

dan peraturan kepala daerah) adalah dengan di undangkannya peraturan tersebut, 

setelah di undangkan maka peraturan tersebut telah siap untuk dilaksanakan 

dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut, 

adapun peraturan daerah diundangkan dengan cara dicatat pada lembaran daerah 

dan peraturan kepala daerah dicatat dalam berita daerah oleh sekertaris daerah 

tersebut. 

Pengundangan suatu produk hukum daerah berimplikasi pada hak dan 

kewajiban  pemerintah daerah untuk menegakkan aturan hukum yang tercantum 

dalam peraturan tersebut, dalam hal penegakan hukum, pemrintah daerah bisa saja 

menggunakan paksaan atas keberlakuan suatu peraturan daerah dengan bantuan 

satuan polisi pamong praja sebagai pilar penegak peroduk hukum daerah.     

Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang materi muatuan suatu peraturan 

daerah. adapun materi muatan suatu peraturan daerah secara umum adalah dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung 

kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang 

undangan yang lebih tinggi.  

Terkait dengan muatan Perda Armen Yasir (Armen Yasir, 2008 :101)  

menjelaskan bahwa:  
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“Dalam penyelenggaraan Peraturan daerah dapat mengatur segala urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah yang tidak diatur oleh 

pemerintah pusat sepanjang merupakan kewenangan atau penjabaran 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait kewenangan 

otonomi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundnagan yang 

lebih tinggi.” 

Dalam proses pembentukan produk hukum daerah maka terdapat prinsip 

utama yang harus di jadikan pedoman bagi pemerintah daerah, adapun prinsip-

prinsip tersebut ialah:  

a. Harus ada kewenagan untuk membuat peraturan tersebut, 

b. Materi muatan haruslah sesuai dengan tingkatan atau hirarki peraturan 

perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam UU no 12 Tahun 

2011; 

c. Tertib Proses; 

d. Mendukung produk hukum yang hirarkinya lebih tinggi; 

e. Dapat di jalankan. 

Sedangkan dalam aktivitas pemerintahan daerah, Peraturan Daerah memiliki 

fungsi seperti : (1) sebagai dasar dalam penyelenggaraan pada otonomi daerah dan 

juga pada tugas pembantuan; (2) merupakan peraturan drivasi atau turunan dari 

peraturan yang lebih tinggi dengan substansi yang tetap memperhatikan dari aspek 

kedaerahan masing-masing; (3) substansi dalam regulasi daerah tidak memuat 

kepentingan umum dan tidak boleh bertentanggan dengan kepentingan yang 
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bersifat umum; (4) selain itu substansinya juga tidak boleh bertentanggan dengan 

peraturan yang memiliki kedudukan hierarki lebih tinggi (Maria farida indarti 

S,2007 :232). 

2.4. Program Legislasi Daerah 

Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya dalam pembentukan peraturan 

daerah ialah penyusanan dan penataan program legislasi daerah, penyusunan 

program legislasi daerah dilaksanakan dengan sistematis, memperhatikan skala 

prioritas dari pembentukan peraturan daerah tersebut setiap tahunnya   (Yuliandri, 

2009: 1) 

Penyusunan program legislasi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah 

sebagai pemegang kekuasan legislasi di daerah, adapun peraturan daerah dapat 

merupakan inisiatif kepala daerah yang bersumber dari  unit-unit kerja di 

bawahnya atau bersumber dari inisiatif anggota dewan perwakilan rakyat daerah 

selaku pemegang kekuasan legislasi daerah, ada dua pintu masuk tersebut 

merupakan perwujudan dari sistem check and balances di daerah (Armen Yasir, 

2008 :155) 

Menteri dalam negeri selaku kementerian yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kapasitas yang secara vertical berada 

diatas satu tingkat diatas dari pemerintah daerah (Kepala Daerah) memberikan 

penjelasan terkait pembentukan produk perda dengan menerbitkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 

Produk Hukum Daerah,  Adapun materi pokok yang diatur dalam ketentuan 

tersebut ialah sebagai berikut : 
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a. Pada tahapan awal penyusunan produk hukum daerah yang bersumber  

dari inisiatif kepala daerah di mulai dari usulan masing-masing pimpinan 

satuan kerja perangkat daerah (sesuai dengan kebutuhan dan sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing) atau dapat di delegasikan 

kepada biro hukum atau bagian hukum, yang selanjutnya dibentuk tim 

kerja antara satuan unit kerja perangkat daerah yang di ketuai satuan 

perangkat kerja pemrakarsa atau pejabat yang di tunjuk oleh kepala 

daerah dan kepala biro hukum atau kepala bagian hukum berkedudukan 

sebagai sekretaris; 

b.  Tahapan selanjutnya ialah oleh tim kerja yang telah di bentuk, 

melakukan pembahasan yang bersifat prinsip mengenai objek yang 

diatur, jangkauan dan arah pengaturan dengan biro hukum atau bagian 

hukum dan satuan perangkat daerah; 

c. Hasil pembahasan oleh tim kerja tersebut kemudian diajukan kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam bentuk rancangan 

produk hukum daerah yang secara administratif harus dibubuhi tanda 

tangan kepala biro atau bagian hukum dan pimpinan satuan kerja 

pemrakarsa hal ini dimaksudkan agar adanya pertanggung jawab oleh 

masing-masing pejabat terkait ; 

d. Sebelum disampaikan ke kepala daerah maka terlebih dahulu rancangan 

tersebut dilakukan pemeriksaan oleh sekertaris daerah, sehingga bisa saja 

sekertaris daerah meakukan perubahan yang di perlukan demi terciptanya 

produk hukum daerah yang baik ; 
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e. Tahapan selanjutnya ialah penyampai rancangan produk hukum daerah / 

rancangan peraturan daerah oleh Kepala Daerah  kepada DPRD untuk 

dilakukan pembahasan; 

f. Sedangkan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah atau sebutan 

lainnya atas inisatif DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, 

gabungan komisi atau badan legislasi daerah di DPRD ke pimpinan 

DPRD dan selanjutnya oleh pimpinan DPRD disampaikan ke kepala 

daerah untuk selanjutnya di bahas bersama. 

g. Khusus untuk Provinsi Papua pembentukan peraturan daerah (Perda) atau 

dengan sebutan lain  khusus untuk provinsi papua terdapat dua jenis 

peraturan daerah yakni perdasus dan perdasi , Perdasus dibuat dan di 

tetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bersama Gubernur 

dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).  

Penyusunan rancangan peraturan daerah dapat dibentuk komisi hukum 

Ad Hoc, sedangkan proses pembentukan Perdasi tidak berbeda dengan 

proses pembuatan Perda umumnya yakni di buat dan di tetapkan DPRP 

bersama Gubernur; 

h. Selain Provinsi Papua penerapan peraturan daerah berdasarkan 

keistimewaan dan kekhususannya juga di berikan ke pada provinsi 

nanggroe aceh daerussalam, yakni dalam bentuk Qanun, adapun proses 

pembentukan Qanun tetap menggunakan ketentuan sebagaimana 

ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 

Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daereh, Perda dibuat 
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bersama oleh DPRD dan Gubernur, khusus dalam pembentukan Qanun 

yang berkaitan dengan syariat Islam hal ini di jelaskan dalam ketentuan 

Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Hubungan Tata Kerja Majelis Musyawarah Ulama dengan eksekutif, 

legislatif dan instansi lainnya, dalam Qanun tersebut disebutkan bahwa 

“badan perangkat provinsi maupun badan legislatif daerah provinsi wajib 

memintakan masukan, pertimbangan dan saran dari Majelis 

Permusyawaratan Ulama”. 
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2.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuknya produk hukum daerah yang 

berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Kedudukan dan fungsi Tim 

Ahli Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam 

pembentukan peraturan 

daerah 

Mekanisme pengangkatan  Tim 

Ahli anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

dlam perspektif hukum posiitif 

indonesia 

Eksisitensi tim Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
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2.6. Defenisi Operasional 

Tim Ahli adalah ahli yang bertugas memberikan pertimbangan kepada 

deawan perwakilan rakyat daerah baik yang oleh undang-undang disebut 

sebagai tim pakar maupun sebagai tenaga ahli 

Ahli adalah orang yang memiliki kopetensi dibidang terttentu. 

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang dilekati fungsi legislasi di 

tingkat pusat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang dilekati fungsi 

legislasi di daerah 

Eksistensi adalah hal terkait keberadaan yang dalam penelitian ini penulis 

mengaitkannya dengan aspek kedudukan, funsi dan mekanisme rekrutmen 

Kedudukan adalah penjelasan mengenai status dari sesuatu hal, yang dalam 

penelitian ini peneulis memaknai kedudukan sebagai penjelasn terkait status 

dari tim ahli dalam pemerintahan khususnya dewan perwakilan rajyat 

daerah kaitannya dalam pembentukan peraturan daerah. 

Peaturan Daerah adalah salah satu produk hukum daerah yang dibentuk 

guna melaksankan roda pemerintahan didaerah oleh pemerintah daerah 

yakni kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang peneliti pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

tipe penelitian yang bersifat normatif/doctrinal. Penelitian normatif ini merupakan 

jenis penelitian yang sangat mengedepankan data yang bersifat sekunder yang 

terdiri dari berbagai macam bahan hukum tersier, sekunder, dan bahan hukum 

primer. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010 : 163).  Permasalahan dalam 

penelitian ini akan ditinjau dari berbagai jenis bahan hukum yang ada, untuk 

memberikan pejelasan yang lebih sistematis dan ilmiah.  

3.2. Pendekatan Penelitian  

 Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa 

aspek mengenai masalah yang sedang dicobakan untuk dicari jawabnya. 

Pendekatan-pendekata yang dugunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud 

Marzuki, 2005 : 93). 

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum   

 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan 
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hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-

bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai karya ilmiah atau literature yang telah 

terpublikasikan. 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal 

ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu UU No 12 Tahun 

2011, UU No 17 Tahun 2014, Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2014, PP No. 

16 Tahun 2010. 

b. Bahan Hukum Yang Bersifat Sekunder  

Untuk bahan hukum yang bersifat sekunder ini, merupakan bahan hukum 

yang bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan 

bahan hukuk yang bersifat primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku, 

jurnal, majalan, karya ilmiah, majalah , artikel dan lai-lain.  

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang 

Untuk bahan hukum ini akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk yang 

bisa memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum diawali dari jenis pendekatan hukum yang 

digunakan. Adapun jenis pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 
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1. Pendekatan undang-undang (statute approach), yang harus dilakukan adalah 

mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan 

masalah hukum yang diteliti; 

2. Pendekatan kasus (case approach), yang harus dilakukan adalah 

mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai masalah hukum yang 

dihadapi; 

3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang harus dilakukan adalah 

menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum 

yang akan dipecahkan dengan beranjak dari pandagan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.  

3.5. Analisis Bahan Hukum  

 Langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

2. Penelusuran peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan penelusuran 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

hukum yang igin dipecahkan. 

3. Melakukan pendekatan-pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang 

dimaksuda adalah pendekatan hukun undang-undang, pendekatan kasus, 

dan pendekatan konseptual. 
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4. Mengidentifikasi norma. Norma terdiri dari rangkaian konsep. Untuk 

memahami norma harus diawali dengan memahami konsep sehingga bisa 

dilakukan pendekatan konseptual. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengertian Tenaga Ahli, Tugas, dan Fungsi Tenaga Ahli  

Untuk menbahas terkait  kedudukan, fungsi, dan mekanisme perekrutan 

tenaga ahli dan kelompok pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka 

peneliti terlebih dahulu akan memberikan gambaran umum tentang apa yang di 

maksud dengan tenaga ahli dan kelompok pakar pada Dewan Perwakilan Rakyat  

(DPR) sebagai berikut : 

a) Pengertian Tenaga Ahli 

Keberadaan Tenaga ahli pada Dewan  Perwakilan  Rakyat secara 

hukum dapat kita jumpai dalam Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 

yang mengatur tentang pengelolaan tanga ahli dan staf administrasi DPR RI. 

Pada Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa:  

“Tenaga Ahli DPR, selanjutnya disebut TEnaga Ahli, adalah bagian 

dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh anggota, 

pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau Pimpinan Fraksi untuk 

memberikan dukungan keahlian atau substansi pada anggota, Alat 

Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPR yang secara administrative 

ditetapkan dengan keputusan Sekertaris Jenderal DPR” 

Berdasarkan pada bunyi pasal diatas, tenaga ahli pada DPR RI terbagi 

menjadi 3 (Tiga) yaitu : 

1. Tenaga Ahli untuk Anggota, 
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2. Tenaga Ahli untuk Alat Kelengkapan Dewan, dan  

3. Tenaga Ahli untuk Fraksi 

Keberadaan tenaga Tenaga Ahli bagi  Anggota, Alat Kelengkapan, 

dan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan  tenaga pendukung dalam  

pelaksaan tugas-tugas Anggota, Alat Kelengkapan, dan Fraksi  Dewan 

Perwakilan Rakyat. Dukungan yang diberikan adalah berdasarkan 

kompetensi dan keahlian serta kebutuhan dari masing-masing unit tersebut 

diatas, dan  adapun status tenaga ahli tersebut adalah Non-PNS  dan sifatnya 

tidak tetap dalam artian bahwa keberadaan tenaga ahli pada lembaga 

legislative hanya berdasar pada kebutuhan . 

b) Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli  

Tenaga ahli Sebagai tenaga pendukung dalam lembaga legislative,  

tenaga ahli dilekati tugas dan fungsi, hal ini dapat kita liat dalam ketentuan  

Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia : 

1. Dalam Pasal 29 diatur bahwa Tenaga Ahli Anggota bertugas:  

a. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau Alat Kelengkapan 

Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup;   

b. menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang 

berkembang di daerah pemilihan Anggota;   

c. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di 

bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;   
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d. menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja Anggota;    

 

e. mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke 

daerah pemilihan;   

f. membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan 

pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;   

g. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada 

Anggota;   

h. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi 

kinerja DPR;  

i. memberikan masukan kepada Anggota; dan   

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara 

berkala.  

2. Dalam Pasal 30 diatur bahwa Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan 

bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Alat 

Kelengkapan Dewan yang bersangkutan antara lain:  

a. Mendampingi rapat Alat Kelengkapan Dewan;   

b. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di 

bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;   

c. Menyiapkan bahan untuk keperluan Alat Kelengkapan Dewan;   

d. Membantu menyiapkan simpulan rapat Alat Kelengkapan Dewan;   

e. Membantu melakukan verifikasi sesuai dengan tugas Alat 

Kelengkapan Dewan;   
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f. Mendampingi Alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan 

kunjungan kerja dan membuat laporan hasil kunjungan kerja; 

g. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Alat 

Kelengkapan Dewan;   

h. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi 

kinerja DPR;   

i. Memberikan masukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan 

Dewan; dan   

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Alat Kelengkapan 

Dewan secara berkala.   

3. Dalam pasal 31 diatur bahwa Tenaga Ahli pada Fraksi DPR bertugas:  

a. Mendampingi rapat Fraksi;   

b. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di 

bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;   

c. Menyiapkan bahan untuk keperluan Fraksi;   

d. Membantu menyiapkan simpulan rapat Fraksi;    

e. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada 

Fraksi;   

f. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi 

kinerja DPR;   

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Fraksi;   

h. Membuat daftar inventarisasi masalah pembahasan rancangan 

undang-undang;   
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i. Memberikan masukan kepada pimpinan Fraksi;   

j. Membantu pelaksanaan seminar atau lokakarya (workshop) yang 

diselenggarakan oleh Fraksi;   

k. Melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Fraksi; dan   

l. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Fraksi secara 

berkala.  

Tugas dan fungsi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat juga diatur dalam 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tertuang pada Pasal-

Pasal berikut : 

1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

Pasal 299 

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR, dibentuk 

kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan, terutama untuk 

Anggota. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal 

DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas para ahli di bidang konstitusi, perundang-undangan, 
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ekonomi dan keuangan, dan berbagai bidang keahlian yang 

dibutuhkan oleh DPR. 

(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direkrut secara khusus oleh lembaga profesional. 

(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 

kepada DPR. 

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah sekretariat. 

(7) Pakar atau ahli yang diperbantukan kepada Anggota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus berdasarkan usul dari 

Anggota. 

(8) Pakar atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Anggota yang 

bersangkutan. 

Pasal 300 

Kelompok pakar atau tim ahli dari DPR yang hadir dalam rapat DPR atas 

undangan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan memiliki 

hak berbicara atas permintaan ketua rapat. 

2)  Tenaga Ahli  

Pasal 301 
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(1) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan 

tenaga ahli Fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan 

DPR, Anggota, dan Fraksi. 

(2) Rekrutmen tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh alat kelengkapan DPR, Anggota, dan Fraksi yang dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal DPR. 

(3) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR dan tenaga ahli Anggota ditetapkan 

dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR. 

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan 

tugasnya bertanggung jawab kepada: 

a. pimpinan alat kelengkapan DPR bagi tenaga ahli alat 

kelengkapan DPR; 

b. Anggota bagi tenaga ahli Anggota; dan 

c. pimpinan Fraksi bagi tenaga ahli Fraksi. 

 

Pasal 302 

(1) Jumlah tenaga ahli bagi Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang 

sesuai dengan ruang lingkup tugas DPR. 

 (2) Selain tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota 

didukung oleh 2 (dua) orang staf administrasi. 
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(3) Tenaga ahli Anggota tidak boleh memiliki hubungan darah atau 

kekeluargaan dengan Anggota yang bersangkutan dalam derajat 

ketiga. 

(4) Dalam satu kali periode masa bakti DPR, terdapat paling sedikit 1 

(satu) kali kenaikan honorarium tenaga ahli dan staf administrasi 

Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tenaga ahli dan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

direkrut oleh Anggota dan diusulkan kepada Sekretaris Jenderal DPR 

untuk ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR. 

Pasal 303 

(1) Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota mendampingi Anggota 

dalam rapat komisi atau alat kelengkapan DPR dengan mitra kerja, 

kecuali dinyatakan tertutup. 

(2) Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota mendampingi Anggota 

dalam kunjungan kerja, kunjungan spesifik, atau inspeksi mendadak 

apabila diperlukan dan diputuskan dalam rapat komisi atau alat  

kelengkapan DPR. 

(3) Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota melaporkan hasil 

tugasnya secara tertulis kepada Fraksi atau Anggota. 
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4.2. Kedudukan dan Fungsi Tenaga Ahli dan Tim Ahli atau Kelompok 

Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab I, dimana DPRD telah memasuki 

era baru dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 yang 

kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 dan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan keberadaan tenaga ahli, 

kelompok pakar, dan tim ahli pada DPRD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sampai 

saat ini, telah mengalami perubahan sebayak 2 (Dua) Kali, dan terakhir diubah 

dengan ditetapkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  atau yang lazim disebut sebagai 

Undang-Undang MD3. 

Adapun kedudukan dan fungsi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim 

Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut diatas, dapat di jabarkan sebagai berikut : 

1. Tenaga Ahli 

Pasal 34 PP No.16 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap fraksi di DPRD 

dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, yang paling sedikit memenuhi persyaratan 

seperti berikut : 
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a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman 

kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman 

kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman 

kerja paling singkat 1 (satu) tahun; 

b. menguasai bidang pemerintahan; dan 

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. 

2. Kelompok Pakar dan Tim Ahli 

Pasal 117 ayat (1) dan (2) PP No.16 Tahun 2010 menyatakan bahwa: 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk 

kelompok pakar atau tim ahli dan  

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat 

kelengkapan DPRD.  

Lebih jauh, Pasal 117 ayat (3) menyatakan bahwa: 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: 

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan 

pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) 

dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 

tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; 

b. menguasai bidang yang diperlukan; dan 

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. 

Sedangkan penjelasan Pasal 117 Ayat (4) PP 16 Tahun 2010 menyatakan:  

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa masa kerja 

kelompok pakar atau tim ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang 
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memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli. Dengan demikian 

pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli didasarkan 

pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.” 

Terkait kedudukan dan fungsi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim 

Ahli DPRD, hal tersebut kemudian di pertegas kembali melalui Surat Edaran 

Mentri Dalam Negeri Nomor 161/4176/SJ perihal kedudukan Tenaga Ahli, 

Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD  

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan dalam 

pasal berikut : 

Pasal 82 

(3) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenagaahli. 

 

Pasal 83 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh 

unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang 

tata tertib. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan dalam 

pasal berikut : 

Pasal 82 

(4) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenagaahli. 

 

Pasal 83 
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(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh 

unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang 

tatatertib. 

 

Dari keterangan yang termuat dalam ketentuan pasal-pasal diatas maka 

dapat di pahami bahwa kedudukan dan fungsi dari tim ahli, tenaga ahli dan 

kelompok pakar DPRD, ialah sebagai berikut : 

1. Tenaga Ahli Fraksi, merupakan tenaga pendukung bagi fraksi yang 

memiliki keahlian khususnya sesuai dengan fungsi utamanya yakni 

untuk memberikan saran/ pertimbangan kepada Fraksi DPRD terkait 

dengan tugas dan wewenang DPRD dalam menyelnggarakan 

pemerintahan daerah sesuai dengan kewenagannya yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2. Kelompok Pakar/ Tim Ahli DPRD merupakan tenaga pendukung bagi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya. 

Dengan demikian penggunaan istilah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau 

Tim Ahli DPRD pada Undang-Undang No 17 tahun 2009 tidaklah di cantumkan 

secara spesifik namun pada dasarnya dalam aspek kedudukan dan fungsi kedua 

nya memiliki perbedaan yang mendasar, dimana Tenaga Ahli berkedudukan 

sebagai Tenga Pendukung bagi pelaksanaan tugas Fraksi sedangkan Kelompok 

Pakar atau Tim Ahli berkedudukan sebagai tenaga Pendukung bagi pelaksanaan 

tugas dan wewenag Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  
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4.3. Mekanisme Perekrutan Tim Ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 

Dalam sub bab 4.1 diatas telah di bahas terkait kedudukan dan fungsi  

tenaga ahli dan kelompok pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di daerah khususnya pertauran daerah (PERDA), adapaun proses 

perekrutan atau pengangkatan, Tenaga Ahli Dan Tim Ahli atau Kelompok Pakar 

pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni sebagai berikut ; 

1. Tenaga ahli  

Aturan perekrutan tenaga ahli ini dapat kita temui dalam PP No. 16 

Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam pasal berikut :   

Pasal 34 

(1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu 

oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. 

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memenuhi persyaratan: 

a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan 

pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua 

(S2) dengan pengalaman kerja paling singkat  3 (tiga) 

tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja 

paling singkat 1 (satu) tahun; 

b. Menguasai bidang pemerintahan; dan 

c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD. 
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Berdasar pada ketentuan dalam pasal tersebut diatas maka dapat 

dipahami bahwa proses rekrutmen atau pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi 

pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepeneuhnya berada di tangan 

masing-masing fraksi, hal ini dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur 

secara spesifik terkait mekanisme pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi pada 

DPRD. Selai itu, ditetapakan dari aspek pengalaman calon para tenaga ahli 

dari setiap fraksi mensyaratkan dari aspek jenjang pendidikan dan aspek 

pengalamannya. Dan juga mensyaratkan dari aspek pemahaman tugas dan 

fungsi DPRD itu sendiri juga dari aspek penguasaan dibidang pemerintahan.  

2. Tim Ahli atau Kelompok Pakar 

Perekrutan tim ahli atau kelompok pakar ,hal ini tertuang dalam 

ketentuan Pasal 117 Ayat (4) dan (5) PP No. 16 Tahun 2010. 

 Daerah berikut : 

Pasal 117 

(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. 

(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris 

DPRD. 

 

Dalam ketentuan pada Pasal tersebut diatas, ditegaskan bahwa 

Kelompok Pakar dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan diusulkan oleh 

anggota DPRD, dengan kata lain bahwa kelompok pakar bersifat tidak tetap 
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atau mengikuti program dan kebutuhan DPRD, dan proses rekrutmennya 

melalui pengusulan oleh anggota DPRD.Demikian Pula dalam PP Republik 

Indonesia No 18 Tahun 2017. 

Pasal 20 

 

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk 

mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD 

berupa: 

a. Program, yang terdiri atas: 

1. Penyelenggaraan rapat; 

2. Kunjungan kerja; 

3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda; 

4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber 

daya manusia di lingkungan dprd; 

5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan 

kemasyarakatan; dan 

6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan 

wewenang dprd; 

b. Dana operasional Pimpinan DPRD; 

c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat 

kelengkapan DPRD; 

d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 

e. Belanja sekretariat fraksi. 
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Pasal 20 ayat (1) huruf d menetapkan bahwa salah satu metode atau cara 

untuk menunjang tugas, wewenang, dan pelaksanaan dari fungsi DPRD itu sendiri 

harus menyediakan tenaga ahli untuk disetiap fraksi. Hal ini tentu tidak lain dan 

tidak bukan untuk meningkantkan pelayanan publik kepada rakyat.  

Pasal 23 

 

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) hurufc 

merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai 

kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin 

dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD 

atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat 

kelengkapan DPRD. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) 

orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat 

dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai 

dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat 

kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan 
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kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat 

dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. 

(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau 

tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan 

memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam hal terkait masalah kelompok pakar dan juga kelompo ahli, tentu 

harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apa yang 

menjadi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapak dalam peraturan perundang-

undangan harus mampu dilasanakan dengan baik. Hal ini menjadi penting karena 

pakar dan ahli adalah penunjang fungsi dan tugas DPRD itu sendiri. Oleh karena 

itu tidak boleh pengadaan itu dilakukan berdasarka dari aspek kesamaan 

kepentinggan atau karena faktor kedekatan emosional. 

Pasal 24 ayat (1) dan (2) 

 

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) 

orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam 

disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta 

diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, 

prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD. 
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Dari ketentuan hukum di atas, dapat dipahamai bahwa  mekanisme 

perekrutan tenaga ahli di DPRD harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan 

hukum yang ada dengan memenuhi persyaratan baik yang bersifat formal yaitu 

dari aspek pendidikan dan dari aspek materi berupa keahlian yang dimiliki untuk 

menjadi tim ahli di DPRD. Dari aspek kompensasi untuk pakar atau ahli dalam 

setiap fraksi juga harus memperhatikan dari aspek keahlian pada setiap ahli dan 

pakar itu sendiri.  

Dari berbagai ketentuan yang telah dijelaskan di atas, tidak satu pun pasal 

yang menjelaskan dan menyebutkan bahwa pengadaan dan penerimaan pakar dan 

ahli itu sendiri didasarkan atas faktor kedekatan emosional karena keluarga, 

sahabat, atau bahkan balas budi. Akan tetapi untuk menghasilkan suatu pakar atau 

ahli yang profesional dan handal, maka proses pengadaan dan penerimaan pakar 

atau ahli itu sendiri juga harus profesional sesuai dengan ketentuan dalam 

peraturan perundang-udangan yang berlaku.  

Salah satu cara untuk menghasilkan pakar dan/atau ahli yang profesional 

yaitu dengan cara tekerbukaan dalam melakukan rekrutmen pakar dan ahli. 

Sehingga semua pihak yang memenuhi syarat bisa berkompetisi untuk menjadi 

tim pakar atau tim ahli untuk setiap fraksi itu sendiri. Hal ini sangatlah penting, 

karena untuk mendapatkan pakar dan/atau ahli sesuai dengan bidang dan 

kompetensi berawal dari keterbukaan dalam pengadaan pakar atau ahli. Dan juga 

sebaliknya jika pengadaan dan penerimaan itu hanya berdasarkan pada aspek 

kedekatan emosional yang lahir dari keluarga, sahabat, kerabat, atau balas jasa, 
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maka potensi lahirnya pakar atau ahli yang kurang berkompeten juga akan ada. 

Meskipun tidak sepenuhnya benar, akan tetapi perlu suatu upaya yang nyata.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

1. Kedudukan dan fungsi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara spesifik di atur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang dipertegas dengan 

adanya Surat Edaran Mendagri RI No. 161/4176/SJ Tahun 2010, dengan 

ketentuan bahwa  setiap fraksi di bantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dan 

untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli di bentuk sesuai dengan kebutuhan 

anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang di peruntukkan untuk 

membantu pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dengan masa kerja 

yang tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan. Berdasar pada ketentuan 

tersebut, jelas bahwa kedudukan dan fungsi dari tenaga ahli dan kelompok 

pakar atau tim ahli belum bisa memberikan dampak besar terhadap 

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD mengingat DPRD 

memiliki tiga funsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

2. Mekanisme rekrutmen atau pengangkatan Tenaga Ahli dan Kelompok 

Pakar  atau Tim Ahli  sebagaimana yang diatur baik dalam undang-

undang, maupun dalam peraturan pemerintah selaku pengaturan lebih 

lanjut dari undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada anggota 

DPRD.  
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5.2. Saran 

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik terkait kedudukan dan fungsi 

Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli mengingat bahwa tugas dan 

fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  salah 

satunya dalam aspek legislasi di daerah yang merupakan sendi utama dari 

pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarka prinsip Negara hukum. 

2. Perlu adanya pelaksanaan rekrutman tenaga ahli dan kelompok pakar atau 

Tim Ahli DPRD yang terbuka, dan serta bebas pengaruh anggota dewan 

perwakilan rakyat daerah  sehingga Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau 

Tim Ahli dapat bekerja sesuia dengan keahliannya dan terbebas dari 

kepentingan anggota DPRD.      
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